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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badai krisis yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 'sepertinya
membuat pemerintah harus belajar dari musibah tersebut. Hal ini dikarenakan
berdampak dengan perekonomian Indonesia yang mengalami kehancuran
pada masa itu. Krisis tersebut tampaknya membuat pemerintah harus belajar
dari “pengalaman !tersebut. Sepertinya.-pemerintah merasa perlu untuk
menciptakan sektor andalan yang memiliki imunitas terhadap pengaruh Krisis
ekonomi.

Salah satu di antaranya adalah program pembangunan insfrastruktur
melalui Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Pemerintah. *Pembangunan
infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, dan

infrastruktur lainnya di suatu daerah bisa membangkitkan perekonomian

! Alfian Malik, Pengantar Bisnis Jasa Pelaksanaan Konstruksi, (Yogyakarta : Penerbit Andi,
2010), iii



daerah tersebut. karena dengan tersedianya infrastruktur yang bagus bisa
mendatangkan investor-investor dari luar daerah baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Masuknya investor ke suatu daerah diprediksi bisa
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan diharapkan bisa
mengurangi pengangguran yang terjadi.di masyarakat.

Untuk menciptakan lebih banyak peluang masuknya investor ke suatu
daerah, dan pemerataan kesempatan-membuka lapangan pekerjaan di daerah,
pemerintah mengalokasikan\ anggaran ;belanja /modal untuk pembangunan
infrastruktur dalam jumlah relatif sangat besar> yangtersebar di beberapa
kementrian dan lembaga. Termasuk dengan anggaran pembangunan yang
dialokasikan-dalam bentuk APBD kabupaten/kota.

Di sisi lain untuk mempermudah dan mempercepat akses masuk ke pasar
bisnis penyedia barang/jasa, pemerintah sendiri telah ‘melakukan
penyederhanaan birokrasi dan regulasi sistem tentang pengadaan barang/jasa.
Hasilnya, orang berbondong-bondong menjadi kontraktor, dan perusahaan
penyedia barang dan-jasa pelaksana kontruksi tumbuh dengan/sangat pesat di
setiap daerah terutama di kota-kota besar-

Pertumbuhan._jumiah-perusahaan-—nasional,..di“satu sisi akan sangat
membanggakan karena merupakan aset untuk memajukan perekonomian
nasional. Akan tetapi di sisi lain peningkatan jumlah perusahaan nasional
terkadang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas perusahaan itu sendiri. Hal
ini merupakan sebuah dilema tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah. Di

satu sisi pemerintah harus membuka peluang usaha seluas-luasnya bagi



masyarakat, dan di sisi lain pemerintah sendiri juga harus menjaga kualitas
dan mutu produk pembangunan.

Dalam konteks pembangunan nasional, keduanya merupakan sebuah
prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menjaga peluang
kerja masyarakatnya. Jika~hal ini“dilakukan tidak seimbang maka bisa
dipastikan  bahwa _~Kelangsungan perusahaan-perusahaan yang bisa
mengurandi angka pengangguran tersebut tidak bertahan‘lama. 2

Akan tetapi~ dalam. pembangunan nasional yang dicanangkan oleh
pemerintah; maka pemerintah sendiri juga harus:menyiapkan anggaran yang
tidak sedikit.dalam rangka mensukseskan pembangunan.nasional tersebut.
Banyak.daerah sangat mengandalkan dan menjadikan-APBN/APBD sebagai
motor penggerak roda perekonomiannya, terutama sektor riil lainnya
mengalami stagnasi akibat krisis ekonomi. Kita bisa lihat bersama, sebelum
kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai, perekonomian
daerah menjadi bergerak lamban, perdagangan di pasar tradisional dan pusat
produksi masyarakat. menjadi lesu. ltulah .sebabnya mengapa pengadaan
barang dan jasa pemerintah-ditunggu oleh banyak pihak.?

Begitu besarnya “peran--dan--koentribusi _anggaran pemerintah dalam
menciptakan peluang dan kesempatan usaha di daerah, dan akibat terbatasnya
akses ke sektor lain, maka animo masyarakat untuk terjun ke jasa pelaksana

konstruksi menjadi sangat tinggi. Peluang terjun ke bisnis jasa pelaksana

>Alfian Malik, Pengantar Bisnis Jasa Pelaksanaan Konstruksi, (Yogyakarta : Penerbit Andi,
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konstruksi menjadi sangat tinggi. Peluang yang tersedia menjadi semakin
kecil. Hal itu tentu saja dapat menimbulkan masalah sosial yang berpotensi
menimbulkan konflik. Berbagai faktor seperti pemahaman bisnis jasa
pelaksana konstruksi yang dangkal, moral pelaku yang rendah, tidak
profesional, peraturan yangstidak akemodatif, dan penegakan hukum yang
lemah, telah menciptakan persaingan bisnis,yang tidak sehat, pelanggaran
etika, bahkan.cenderung anarkis.

Beberapa.tahun terakhirimenunjukan.bahwa’penyelenggaraan pengadaan
barang danjasa pemerintah di berbagai daerah tidak kondusif. Ada intimidasi,
teror, benturan fisik, bahkan perusakan aset daerah-menyertai kegiatan ini.
Akan-tetapi-dalam penelitian yang penulis teliti adalah perjanjian adanya
denda yang dibebankan kepada penyedia barang/jasa dalam jika terjadinya
keterlambatan penyelesaian yang terjadi dalam proyek. Di mana di dalam
Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum terdapat perjanjian di
mana apabila-penyedia terlambat melaksanakan sesuai waktu yang telah
disepakati antara.Pejabat Pembuat Komiten (PRPK) dengan Penyedia, maka
Penyedia ‘dikenakan sanksi- lberupa..denda sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Pelaksanaannya, Dinas PU melakukan proses seleksi kepada pemborong
atau CV sebagai partner kerja dalam melaksanakan proyek tersebut dalam
proses lelang. Kemudian dalam proses lelang tersebut dimenangkan oleh CV.
Andi Surya sebagai pelaksanan lapangan proyek Optimalisasi SPAM. Dengan
ditunjuknya CV. Adhi Surya sebagai wakil dari Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Ngawi dalam proses pengerjaan proyek Optimalisasi Sistem



Pengembangan Air Murni  (SPAM) melalui proses lelang dan
penandatanganan surat perjanjian di antara kedua belah pihak maka
terbentuklah suatu akad yang dalam kajian ilmu figih mu’amalah disebut
sebagai akad wakalah mugayyadah. Yang mana dalam akad wakalah
muqgayadah tersebut seorang wakilvyang dalam kajian peneliti adalah CV.
Adhi Surya mewakili“pihak pemerintah ‘melalui Dinas Pekerjaan Umum
dimana seorang wakil terikat,dengan apa yang ditentukan oleh Muwwakil,
artinya ila mesti- memperhatikan, Syarat-syarat’ yang telah diberikan oleh
Muwwakil.sebisa mungkin, baik yang berhubungan dengan pihak pengakad,
dengan-objek.akad atau dengan alternatif yang diakadkan.

Denda ‘'yang ada dalam perjanjian di atas merupakan suatu perjanjian
yang ada dalam surat perjanjian antara PPK sebagai muwakkil dengan CV.
Adhi Surya sebagai wakil, dan denda akibat keterlambatan penyelesaiaan
proyek ini juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Padahal
akad wakalah tergolong jenis akad ghair shahih di‘mana kedua pihak tidak
atau salah satu pihak,;memilih kewenangan untuk. membatalkan akad tersebut
tanpa ada‘\persetujuan dari- pihak kedua. Dalam akad ghair lazim kedua
pengakad juga=memiliki-hak-untuk-fasakh(membatalkan) dan ruju’ (mundur
dari akad). Dari penjelasan di atas maka ketika ada permasalahan dalam akad
wakalah maka salah satu atau kedua pihak berhak untuk men-fasakh akad
yang telah dibuatnya. Akan tetapi dalam paket kerja optimalisasi SPAM yang
menjadi objek penilitian penulis bahwa jalan fasakh (pembatalan) tidak
dipergunakan. Akan tetapi denda menjadi jalan yang digunakan dan dijadikan

sebagai hukuman bagi penyedia yang melakukan keterlambatan dalam



pengerjaan paket kerja Optimalisasi SPAM tersebut. Jalan denda merupakan
suatu hal yang baru sebagai penyelesaian permasalahan yang ada dalam akad
wakalah.

Bagaimanakah hukum Islam memandang denda yang diterapkan dalam
penyelesaian akad wakalah~tersebut.. Penjelasan di atas menurut hemat
peneliti sebagai bahan“yang layak untuk dilakukan penelitian dalam skripsi
peneliti. Dengan harapan, penelitian-ini bisa dijadikan khasanah baru dalam
dunia sakademis~ dan permasalahan/ di atas/juga bisay dijadikan pintu
pembukaan” .agar ‘‘muncul peneliti-peneliti.~ lain < yang akan meneliti
permasalahan-permasalahan yang ada dalam dua pengadaan-barang/jasa yang
ada di-negeri-ini. Karena pengadaan barang/jasa ini merupakan suatu proyek
yang dijadikan objek untuk meraup pundi-pundi yang bersifat duniawiah
yang bukan haknya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan
bisa merugikan bangsa yang Kita cintai.

Padahal ~Islam lewat Nabi Muhammad saw.;. telah /mencontohkan
bagaimana cara.<menjalin kerjasama dengan. ‘kerabat,/ dan kita telah
diperlihatkan oleh beliau ' bagaimana menjaga Kkejujuran, keadilan,
kepercayaan, “dan_amanah-dari-partner—kerja_agar hal-hal yang keji dan
tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tidak meuncul dalam sebuah jalinan
kerjasama. Sudah bukan rahasia umum dari proyek pengadaan barang dan
jasa banyak orang-orang yang terjebak dalam kesesatan dunia. Di mana dia
merasa kurang atas apa yang telah dia dapat selama ini, maka tindakan yang
merugikan orang lain bahkan merugikan negara mereka lakukan untuk

mendapatkan hasrat duniawinya. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk



meneliti masalah yang ada dalam praktik-praktik pengadaan barang dan jasa
ini sebagai langkah kecil untuk mewujudkan perilaku-perilaku bisnis dalam
pengadaan barang dan jasa yang tetap berpegangan dengan hukum-hukum
Islam.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah®™ mekanisme adanya akad, wakalah mugayyadah dalam
proyek optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap: pemberian denda pada
akad‘wakalah mugayyadah dalam proyek optimalisasi SPAM ?
C. Tujuan-Penelitian
Tujuan dari adanya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas
adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah mekanisme akad
wakalah mugayyadah dalam pekerjaan konstruksi optimalisasi SPAM
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan“hukum Islam terhadap
denda dalam - keterlambatan penyelesaian pekerjaan  konstruksi
optimalisasi SPAM
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah, memperdalam, dan
memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan baik di
lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, khususnya Fakultas Syari’ah maupun di lingkungan

masyarakat umum.



b. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan rujukan yang baik untuk

penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa mengantarkan untuk
meraih gelar Sagjana Hukum Islam di Fakultas Syari’ah UIN
Maulana'Malik Ibrahim Malang dengan‘baik.

b. Bagislembaga akademik, penelitian ini diharapkan bisa menambah
wawasan dan bisa menjadi rujukan bagi para mahasiswa dan bagi
para dosen di Fakultas Syari’ah.

E. Metode-Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis
normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan
hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun ‘febih banyak dilakukan
terhadap data yang bersifat sekunder yang ada.di perpustakaan.” Lebih dari
itu, penelitian ini cara mengakses.data penelitiannya/banyak diambil dari
bahan-bahan..pustaka;>~yakni-bahan-yang berisikan pengetahuan ilmiah
yang baru atau mutahir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui
maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal,

disertasi atau tesis dan yang lainnya.®

*Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13.
SSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), 10

%Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), 29



Karena itu penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau
library research. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang meneliti
terkait dengan nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan pemberian
denda pada akad wakalah mugayyadah dalam proyek optimalisasi Sistem
Pengembangan Air Minum (SPAM).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan.penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatifianalitis, . Karéna penelitiannya adalah menganalisis dalil-
dalil hukum Islam terhadap pemberian“denda ‘pada akad wakalah
mugayyadah~ dalam proyek optimalisasi “SPAM, sehingga tidak
membutuhkan dukungan data dalam bentuk angka--Jenis pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach),
menelaah konsep-konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga
melahirkan” hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan yang
dihadapi.

3. Bahan'Hukum

Dalam. penelitian-ini-bahan-hukum yang-digunakan adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam
penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum
Khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari

kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya llmiah Fakultas Syari’ah, Pedoman Penulisan Karya
limiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang:
Fakultas Syari’ah), 22

®Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), 41
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bahan hukum.® Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka

merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut

bahan hukum sekunder.’® Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan

hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan _hukum primer adalah, bahan pustaka yang berisi

informasi berupa. Sumber “utama.}’ Bahahs hukum primer pada
penelitian-ini diperoleh 'dari sumber utama dan pertama ialah literatur-
literatur hukum Islam yang membahas.tentang denda dalam tinjauan
hukum._Islam, Figih Muamalah Wahbah -az-Zuhaili serta Surat
Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Mulai Kerja
(SMK) antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Kebesihan
Kabupaten Ngawi dengan CV. Adhi Surya

b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu bahan pustaka yang berisi informasi _tentang bahan hukum

sekunderberupa Peraturan Presiden No: 54 tentang Pengadaan Barang
dan, Jasa, dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang
PengembanganSistem--Penyediaan~Air _Minum, buku-buku, jurnal,
majalah, naskah, dokumen dan sumber literatur lainnya. Buku-buku
yang meliputi buku tentang akad mugayyadah. Serta memanfaatkan

bahan-bahan dan artikel-artikel yang dapat diunduh pada website atau

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), 41.

950erjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 24.

Y“Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990), 12.
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situs-situs online lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif,
bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu
penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.*?
c. Bahan Hukum Tersier
Merupakanbahan™ hukum,_penunjang, mencakup bahan-bahan
yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer
dan sumber bahan hukum sekunder,,meliputiskamus, ensiklopedi dan
lain-lainnya, ™
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan data dalam penelitian ini. dilakukan dengan cara
dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan
kepada subyek penelitian.** Sedangkan dokumentasi menurut ‘Suharsimi
Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-
buku, majalah, dokumen, peraturan perundangan-undangan dan
sebagainya.*®
Teknik<pengumpulan data tersebut' dapat disimpulkan dengan
tahapan-tahapan sebagai-berikut:
a. Menentukan bahan-—hukum-yang-—akan_dikumpulkan terkait akad

wakalah mugayyadah dan tinjauan hukum Islam tentang denda.

'23arjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 24.

BAmiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
2004), 32

YSukandarrumidi, Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula (Yogyakarta:
Gajah Mada Universitas Perss, 2006), 100

*Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , 231
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b. Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan
akad wakalah mugayyadah dan tinjauan hukum Islam tentang denda.
c. Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan
kajian hukum Islam tentang denda serta buku-buku yang berkaitan
dengan akad wakalah™ mugayyadah yang nantinya akan dijadikan
pedoman dalam¢penelitian ini.
d. Membuat kesimpulan-dari apa-yang dibaca.
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum
Setelah bahan-bahan hukum terkumpul <semuanya,. selanjutnya
peneliti melakukan pengolahan dan analisis bahan-hukum-dengan langkah-
langkah sebagai berikut:*®
a. Edit
Bahan hukum mengenai peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang dan jasa yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali
lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kembali mengenai
kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta hubungannya antara
kelompok data satu ‘dengan data yang lain. Mengurangi bahan hukum
yang dianggap tidak-perlu,-dengan-tujuan agartidak tercampur dengan
bahan hukum yang tidak mendukung atau yang tidak ada kaitannya
dengan bahan hukum penelitian.
b. Kilasifikasi
Peneliti membaca dan menelaah kembali secara mendalam

selurun  bahan  hukum vyang sudah diperoleh, kemudian

' Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode 168
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mengklasifikasikan berdasarkan kategori, misalnya bahan hukum mana
yang termasuk dalam kategori pengadaan barang dan jasa , peraturan
pengadaan barang dan jasa dan akad wakalah mugayyadah. Klasifikasi
ini dimaksudkan untuk memisahkan bahan-bahan hukum yang kurang
relevan dengan tujuan-penelitian:yang telah peneliti tentukan.
c. Verifikasi
Yaitu suatu tindakan untuk 'mencari kebenaran tentang data yang
telah diperoleh, sehingga/pada nantinya” dapat meyakinkan kepada
pembaca tentang kebenaran penelitian-tersebut. Verifikasi ini peneliti
lakukan.dengan cara mengecak perjanjian yang.dilakukan.
d-~Analisis
Yaitu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu
metode-yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran
atau mendeskripsikan secara sistematis, ‘faktual, dan/akurat mengenai
data telah terkumpulkan.
e. KonkKlusi
Yaitu langkah terakhir dalam penelitian ini adalah konklusi atau
penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data
yang telah dianalisis.
6. Metode Analisis Bahan Hukum
Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah cara mendeskripsikan,
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menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu yang diteliti secara
jelas dan ringkas. Penelitian yang berjudul “ Pemberian Denda pada Akad
Wakalah Mugayyadah dalam Proyek Optimalisasi Sistem Pengembangan
Air Minum (SPAM) tinjuan Hukum Islam” dijelaskan secara terperinci,
dalam analisis deskriptif-kualitatif.hasil penelitian yang diuraikan dapat
disusun secara” sistematis sehingga tampak “jelas dan mudah dipahami
maknanya’
F. Penelitian Terdahulu
Bagian' ini merupakan upaya untuk memastikan orisinalitas penelitian,
dan juga.sebuah upaya menggambarkan bahwa objek-yang. diteliti merupakan
aspek—yang-penting untuk dikaji dan dikembangkan. Untuk merupakan
sebuah upaya untuk menghindari sebuah kesamaan terhadap objek yang akan
diteliti, serta untuk menghindari anggapan plagiasi terhadap karya penelitian.
Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian dengan temi ini/bukan yang
pertama, setidaknya ada beberapa penelitian _‘yang telah dilakukan
sebelumnya, antara lain :
a. Mochammad Djunaidi-(2006)

Mahasiswa Program-Pasca-Sarjana-Magister-Kenotariatan, Universitas
Diponegoro Semarang dengan judul “Pengadaan Barang Dan Jasa Yang
Mendahului Anggaran Dalam Proses Lelang Serta Akibat Hukumnya
Ditinjau Dari Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang Dan Jasa”. Hasil dari penelitian ini adalah Hak

mendahului anggaran adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa

7 Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), 140
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yangpagu anggaran telah tersedia dalam persetujuan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah akan tetapi penetapan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah tersebut masih dalam proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan terlebih dahulu
sambil menunggu proses-penetapan.peraturan daerahnya.

Sebelum dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 untuk
Pengadaanbarang.-dan jasa yang,mendahului anggaran harus mendapat
persetujuan, Kepala Daerah bersama. Ketua’ Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah./Setelah " Tahun 2006 untuk pengadaan <barang dan jasa yang
mendahului.anggaran diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Noemor 8 Fahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden
nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (6) yang berbunyi :

Pejabat pembuat komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran
untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan dengan ketentuan
penerbitan, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan
penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah
dokumen anggaran untuk kegiatan /proyek tersebut disahkan

Artinya proses/lelang-pengadaan ‘barang dan jasa dapat dilakukan
setelah anggaran disetujui oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sepanjang-anggaran tersebut telah dialokasikan dananya
sambil menungu proses penetapan peraturan daerahnya.

Dilihat dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dalam objek yang
akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian terdahulu objek yang diteliti

mengenai pengadaan barang dan jasa yang mendahului anggaran dalam

proses lelang. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu
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mengenai tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa.

b.

Dewi Yuwanita Mahardhika (2009)

Mahasiswa jurusan llmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro Semarang dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian
Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Pejabat Pembuat Komitmen
Pendayagunaan Air Fanah Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana
Dengan “Pt. Caturindo Karsa /Manunggal Utama Semarang”. Hasil
dari/penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanan
perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan _barang dan jasa
pemasangan genset 18 unit ini tunduk pada peraturan Keppres No. 80
Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa
dengan tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
mengenai asas kebebasan berkontrak dan juga ketentuan-ketentuan
yang dituangkan dalam RKS. Dan diketahui bahwa hak/dan kewajiban
yang timbul-.dari perjanjian pemborongan tersebut lebih banyak
menguntungkan pihak bouwheer sebagai pemberi‘pekerjaan.

Halwini_desebabkan-karena-pekerjaan-tersebut merupakan salah
satu proyek pemerintah yang hasilnya akan dipergunakan untuk
kesejahteraan rakyat. Apabila diketahui timbul masalah antara kedua
belah pihak maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara
musyawarah, tetapi apabila dengan musyawarah tidak mencapai
mufakat maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase atau dengan

jalan hukum melalui kantor Pengadilan Negeri Semarang.
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Dilihat dari penelitian di atas, mempunyai perbedaan akan objek
penelitiannya. Jika dalam penelitian terdahulu, penelitian lebih fokus
terhadap kesesuaian pelaksaan perjanjian pemborongan dengan
peraturan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan
pengadaan barang / jasa. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh
penulis mengenai kesesuaian pelaksanaan.pengadaan barang dan jasa
dengan hukum-Islam:

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan‘pembahasan hasil penelitian
mengenai politik hukum perundang-undangan di.bidang-asuransi syariah,
maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri
atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan
permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing
bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB pertama, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini
menguraikan- entang latar belakang .pemilihan judul dan alasan
mengangkat judul tentang, ‘Pemberian Denda Pada Akad Wakalah
Mugayyadah., dalam—Proyek - Optimalisasi _Sistem Pengembangan Air
Minum Perspektif Hukum Islam. Setelah itu membuat rumusan masalah.
Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Semua hal
yang dijelaskan dalam bab ini guna mengantarkan peneliti untuk

melanjutkan penelitian-penelitian ke bab selanjutnya.



18

BAB kedua, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep
tentang Pemberian Denda Pada Akad Wakalah Mugayyadah dalam Proyek
Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Perspektif Hukum Islam.
yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka
menjawab rumusan masalah yang.telah ditentukan. Teori-teori tersebut
mendasari peneliti“untuk menganalisisspermasalahan untuk menjawab
rumusan masalah yang telah ditentukan

BAB ketiga merupakan 'inti;dari penelitian karena pada bab ini
akan ‘menganalisis data-data yang telah) dikemukakan. pada bab
sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah.ditentukan.

BAB keempat merupakan bab terakhir-dalam' _penulisan hasil
laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan
kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama,
kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan
kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar
semua upaya-yang.pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai

bisa ditingkatkan lagi ke-arah yang.lebih baik.



